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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/25/KEP/413.013/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/227/
KEP/413.013/2017 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN,

bahwa sehubungan Saudara M. Rois, S.H., M.Hum,,
yang ditunjuk sebagai Bendahara Forum Kerukunan
Umat Beragama Kabupaten Lamongan alih tugas, maka
guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama di
Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah
kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/227/Kep/413.013/2017 tentang Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
1 Tahun 1979
8 Tahun 1979
Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar

Dalam Negeri Nomor tentang Tata Cara

Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
9 Tahun 2006
8 Tahun 2006
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan
Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota di

Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman

Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2007 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat
Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa



Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2015 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan,
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/227/Kep/413.013/2017 tentang Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Lamongan pada Romawi III, huruf a, kolom 3,
sehingga berbunyi Erlina Marhaeni, S.E., M.M.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah  Kabupaten
Lamongan,

4. Sdr.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan,

5. Sdr.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan;

6. Sdr.Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Anggota FKUB dimaksud.

§Esua1 dengan aslinya
KEPA{,’A}BAGIAN HUKUM,

y.'.\" " P 4 .
\<‘\_,Jg4;§£z)/ NURSIYANTO

@@j 580114 198801 1 001




